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 Abstract 

 The improvement of the welfare of the regional legislative council has been carried out by the 

government by issuing government regulation number 18 years of 2017 concerning the financial and 

administrative rights of the regional council. The policy aims are to improve the implementation of the 

main duties and functions of the institution, in the Badung regency council. has been carried out but 

the performance of the agency has not been maximized where the level of attendance of the members 

of the Badung regency in every plenary session has never been 100%, in fact quite a number are not 

present without explanation. Then the performance achievements based on their functions are also not 

maximal visible from the achievements of the resulting draft regulation, subsidy discussion of APBD 

and APBDP and unplanned supervision. Based on the results of the study stated that the 

implementation of government regulation number 18 years of 2017 concerning the financial and 

administrative rights of the leaders and members of the local people's representative councils on the 

Badung district people's representative council it was found that the implementation policy had not 

been able to improve the performance of the Badung regency people's representative board. The 

legislative function has not been achieved as targets in the regional regulation formation program, in 

the discussion of the Badung district budget and regional budget, as relation to the budget function 

has not been able to get into substance so that the Badung district budget has a large deficit. Then in 

the implementation of the supervisory function of the legislature of the Badung district does not have 

a clear work plan. Constraints faced to improve the performance of the council, where members 

Badung regency council is prioritizing personal and party interests over the interests of the institution 

so that it impedes the implementation of the main tasks and functions that lead to the achievement of 

less than maximum performance. Further solutions that have been carried out The steps to overcome 

the obstacles that hamper the performance of the Badung regency council representative institutions 

are (1) Establish the rules of the regency of the Badung regency (2) Provide understanding to members 

of the Badung regency council regarding the main tasks and functions (3) Make all the equipment 

available in the Badung district representative board of power. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Otonomi daerah diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada 

daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan 

kondisinya.Pelaksanaan otonomi memberikan harapan untuk memeprcepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan,pemberdayaan dan peran serta masyarakat,sehingga kewenangan yang 

dimiliki pemerintah daerah sangat besar untuk mensejahterakan masyarakatnya. 

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 

disebutkan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan dibidang legislatif.Kemudian untuk mendukung pelaksanaan tugas 

 Abstrak 

 Peningkatan kesejahteraan dewan perwakilan rakyat daerah telah dilakukan oleh pemerintah 

dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan 

administratif dewan perwakilan rakyat daerah.Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan  

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut, di dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten 

Badung kebijakan tersebut sudah dilaksanakan namun kinerja lembaga tersebut belum maksimal 

dimana tingkat kehadiran anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung dalam setiap 

sidang paripurna tidak pernah  100 %, bahkan cukup banyak yang tidak hadir tanpa 

keterangan.Kemudian terhadap capaian kinerja berdasarkan fungsi-fungsinya juga belum maksimal 

terlihat dari capaian ranperda yang dihasilkan,subsatnasi pembahasan APBD dan APBDP dan 

pengawasan yang belum terencana.Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa dengan 

dilaksanakannya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif 

pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah di dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten 

Badung ditemukan bahwa implimentasi kebijakan tersebut belum mampu meningkatkan kinerja 

lembaga dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung.Fungsi legislasi belum tercapai seperti 

target dalam program pembentukan peraturan daerah,dalam pembahasan APBD dan APBDP 

kabupaten Badung kaitannya dengan fungsi anggaran belum mampu masuk ke substansi  sehingga 

APBD kabupaten Badung mengalami defisit yang cukup besar.Kemudian dalam pelaksaaan fungsi 

pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung belum memiliki rencana kerja yang 

jelas.Kendalan-kendala yang dihadapi untuk peningkatan kinerja  lembaga dewan,dimana  anggota 

dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan 

partai dari pada kepentingan lembaga sehingga menghambat pelaksanan tugas pokok dan fungsinya 

yang berujung pada capaian kinerja yang kurang maksimal.Selanjutnya solusi yang telah dilakukan 

untuk meyelesaikan kendala yang menghambat kinerja lembaga dewan perwakilan raklyat daerah 

kanupaten Badung adalah (1)Membuat tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung 

(2) Memberikan pemahamkan kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung 

terkait tugas pokok dan fungsinya (3)Mengefektifkan semua alat kelengkapan yang ada di dewan 

perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung. 

 

Kata Kunci : Implementasi,Kebijakan,Peningkatan Kinerja 
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DPRD tersebut Pemerintah memberikan hak keuangan dan administratif kepada 

pimpinan dan anggota DPRD  dengan mengeluarkan peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Hak keuangan dan adminmistratif 

pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.pemberlakuan peraturan 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan hasil kerja lembaga DPRD.Meskipun 

peraturan tersebut telah dilaksanakan di DPRD Kabupaten Badung namun tingkat 

kehadiran DPRD pada saat melakukan rapat rapat yang membahas terkait kebijakan 

pemerintah  belum oftimal sehingga berpengaruh terhadap hasil kerja ketiga fungsi 

lembaga tersebut. Pelaksanakan fungsi legislasi tidak sesuai dengan target program 

pembentukan peraturan daerah yang di disepakati.Kemudian Pelaksanaan fungsi 

anggaran belum maksimal sehingga APBD kabupaten Badung mengalami defisit 

yang cukup besar.Selanjutnya pada fungsi pengawasan DPRD kabupaten Badung 

belum efektif. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan pada latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana Implementasi pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 

2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dewan perwakilan 

rakyat daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dewan perwakilan rakyat 

daerah kabupaten Badung ? 

2.  Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja 

DPRD kabupate Badung setelah implementasi pelaksanaan peraturan 

pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif 

pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah ?  

3. Apakah solusi untuk meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Badung. 

 

II. METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di di kantor dewan perwakilan rakyat 

daerah kabupaten Badung menggunakan data kuantitatif dan kualitatif yang 

bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder yang dikumpulkan 
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melalui  observasi, wawancara, dokumentasi dan online, di analisis secara interaktif 

dengan teknik keabsaan data menggunakan model triangulasi. 

  

 

III. PEMBAHASAN  

3.1 Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 Tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

implementasi kebijakan tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung bahwa pelaksana sudah 

memiliki kepatuhan dan daya tanggap yang baik terhadap kebutuhan kelompok 

sasaran, namun kinerja yang diharapkan belum bisa terwujud dengan baik, karena 

kepentingan politik pribadi dan partai lebih diutamakan. maka di dapat kesimpulan 

bahwa  kinerja lembaga dewan perwakilan rakyat belum bisa dicapai dengan baik.  

 

3.2 Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD 

Kabupaten Badung setelah Implmentasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 Tentang Hak Keungan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang dilakukan dengan 

mengunakan teori Marillee S Grindle  terkait dengan rumusan masalah poin 2 sub 

bab 1.3 yang di sampaikan pada bab I dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala 

yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja dewan perwakilan rakyat daerah 

kabupaten Badung setelah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah adalah Masih dominannya kepentingan pribadi dan 

partai dari pada kepentingan terhadap lembaga dewan perwakilan rakyat 

daerah.Kondisi tersebut akan berdampak terhadap kehadiran,kedisiplinan serta 
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semangat kerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

 

3.3 Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Badung 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan   mengunakan 

teori Marillee S Grindle  terkait solusi yang bisa digunakan untuk meningkatkan 

kinerja lembaga dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung  adalah dengan 

melakukan pendekatan politik melalui pembuatan tata tertib dewan perwakilan 

rakyat daerah yang baru yang mengacu dengan aturan yang berlaku serta 

disesuaikan dengan kebutuhan lembaga.Kemudian memberikan pemahaman 

kepada seluruh anggota dewan akan tugas pokok dan fungsinya.selanjutnya 

mengefektifkan semua alat kelengkapan dewan yang ada agar mampu berkinerja 

sesuai dengan target dan harapan 

 

IV. PENUTUP  

4.1 Simpulan  

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas mengenai implementasi kebijakan 

tentang hak keuangan dan administrative Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka 

meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung,maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Implementasi kebijakan tentang hak keuangan dan administrasi Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah telah terlaksana dengan baik di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Badung, namun kinerja yang diharapkan dari pelaksanan kebijakan 

tersebut belum maksimal,dimana fungsi legislasi belum memenuhi sesuai dengan target 

propemperda dan usulan ranperda lebih banyak berasal dari eksekutif, kemudian dalam 

fungsi anggaran pembahasan yang dilakukan belum mampu masuk ke dalam substansi 

hingga APBD Kabupaten Badung berkali-kali mengalami defisit yang tinggi 

selanjutnya pada fungsi pengawasan DPRD belum menyususn rencana kerja yang pasti 

untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanan Peraturan Daerah. 

2. Peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung belum 

maksimal karena adanya kendala-kendala yang dihadapi   yaitu Kepentingan pribadi dan  
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partai lebih dominan dari kepentingan lembaga sehingga berpengaruh terhadap 

kedisiplinan,kehadiran serta kemauan untuk bekerja dan berakibat pada kurang  

produktifnya alat kelengkapan dewan,kemudian kondisi tersebut pada akhirnya 

membuat  fungsi-fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung 

belum efektif, dimana DPRD Kabupaten Badung belum mampu memenuhi target dalam 

melaksanakan fungsi legislasi  sesuai dengan yang direncanakan dalam pembentukan 

peraturan daerah,terkait dengan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Badung belum 

mampu memberikan masukan yang membuat APBD kabupaten Badung  

realistis.Kemudian terkait fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Badung belum bisa 

melakukan pengawasan pelaksanaan perda dengan baik sebagi akibat belum adanya 

rencana kerja yang jelas. 

3. Solusi yang bisa dilakukan utuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Badung adalah : (1).Membuat Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yang juga sesuai dengan kebutuhan lembaga. (2).Meningkatkan pemahaman 

anggota DPRD Kabupaten terkait dengan tugas fokok dan fungsinya sebagai pejabat 

penyelenggara pemerintahan di bidang legislatif. (3).Mengefektifkan semua alat 

kelengkapan dewan agar bisa melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan ketiga kesimpulan tersebut maka penulis dapat menyampaikan 

beberapa saran, sebagai berikut : 

a. Peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Badung dalam fungsi Legislasi bisa 

dilaksanakan dengan merencanakan lebih banyak renperda insiatif dewan yang 

bersumber dari usulan komisi-komisi, sehingga target propemperda yang 

disepakati bersama Bupati bisa tercapai sesuai dengan rencana. 

b. Kemudian terkait dengan fungsi anggaran dari ketepan waktu pembahasan 

APBD ,APBDP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung sudah 

sangat baik, namun mencermati kondisi defisit yang terjadi kiranya dalam 

pelaksanaan fungsi anggaran melalui alat kelengkapan Badan Anggaran bisa 

membahas lebih detail pada poin-poin potensi Pendapatan serta belanja daerah 

sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung sehat. 
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Fungsi Pengawasan sudah dilakukan oleh masing-masing komisi namun untuk 

lebih meningkatkan kinerjanya perlu di pertegas dengan membuat rencana kerja 

tahunan DPRD yang kemudian dijabarkan dalam rencana kerja setiap bulan yang 

ditetapkan dalam rapat paripurna intern sehingga  rencana kerja komisi dalam 

rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dapat 

terjadwal  dengan jelas.  
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